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P U T U S A N 

Nomor 4463/Pdt.G/2024/PA.Tsm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA  

  

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Xxxxx, NIK xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di 

Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; 

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, S.H. 

dan Rekan, Advokat yang berkantor di LBH PANGLIMA 

TASIKMALAYA Jln. Raya Pemda No. 89 

(Tenjoantanan-Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan 

Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftar 

pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama 

Tasikmalaya nomor 5487/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 06 

Desember 2024; 

Penggugat;  

LAWAN 

Xxxxx, NIK xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten 

Tasikmalaya, Jawa Barat; 

Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut:  

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

 

DUDUK PERKARA 
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 

4463/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai  

berikut:   

1. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 14 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat 

telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan  Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa 

Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, 

tertanggal 14 Mei 1996. Pada saat menikah usia Penggugat berumur 20 

tahun dan Tergugat berumur 22 tahun;   

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 

dirumah bersama Penggugat dan Tergugat Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, 

Provinsi Jawa Barat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri 

(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yakni :      

2.1. Xxxxx, usia 27 Tahun, jenis kelamin Laki-laki;   

2.2. Xxxxx, usia 21 tahun, jenis kelamin Perempuan;   

2.3. Xxxxx, Usia 14 tahun, jenis kelamin Perempuan;  

sekarang anak tersebut yang nomor 1 dan 2 sudah berumah tangga, kecuali 

anak yang no. 3 masih bertempat tinggal dengan Tergugat;   

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan 

harmonis sampai usia pernikahan 28 (dua puluh delapan) tahun, selanjutnya 

sejak bulan  Maret 2024 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang terus menerus dan keadaan tersebut memuncak 

pada bulan April 2024, hingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 7 

(tujuh) bulan lamanya;   

4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai dengan 

sekarang;   

5. Bahwa selama berpisah Penggugat  berdiam dirumah Penggugat di Xxxxx, 

Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sedangkan Tergugat berdiam 

di rumah Tergugat di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;   
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4463/Pdt.G/2024/PA.Tsm 

 

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari 

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;   

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk 

mengajukan permohonan cerai Gugat Penggugat atas dasar salah satu pihak 

(Tergugat) telah berbuat Zina dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu 

ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 hurup (a) Peraturan 

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk 

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;   

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara 

ini sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat 

(Xxxxx);   

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;                                  

Atau, 

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara a quo  berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik 

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara a quo  berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi 

Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah 

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil 

secara elektronik namun Panggilan tidak patut dan retur dan tidak ternyata 

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka 

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke 
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persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan 

kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses 

mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat 

dilaksanakan;  

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan 

secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara 

Nomor 4463/Pdt.G/2024/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut; 

Bahwa oleh karena belum ada jawabjinawab antara Penggugat dan 

Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari 

Tergugat; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada 

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim 

dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan 

yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah 

mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berwenang menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutus gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat 
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hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),  

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak 

sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai 

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan 

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, 

panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang 

cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas 

panggilan tersebut pihak Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak 

Tergugat tidak hadir di persidangan;  

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir 

dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali 

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan 

pencabutan perkaranya; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap  jawaban 

dari pihak Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya 

persetujuan dari tergugat; 
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka 

berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut 

patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun 

telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak 

diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv 

masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai 

permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut 

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam 

proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus 

diperhitungkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;  

2. Menyatakan perkara Nomor 4463/Pdt.G/2024/PA.Tsm selesai dengan dicabut;  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  

sejumlah  Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);  

   

  Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Rabu  tanggal 18 Desember 2024  M. bertepatan dengan 

tanggal 16 Jumadil Akhir 1446  H., oleh Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., sebagai 

Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai 

Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini 
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juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim 

Anggota, Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat 

secara eletronik tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua  Majelis 

 

 

 

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. 

Hakim  Anggota I Hakim Anggota II 

  

  

 

Drs. H. Dadang Priatna  Drs. Usman Parid, S.H. 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Drs. Aminudin 

 
Rincian Biaya: 
1. PNBP  Rp 60.000,00 
2. Proses  Rp 100.000,00 
3. Panggilan  Rp  24.000,00 
4. Meterai  Rp 10.000,00 

Jumlah Rp 194.000,00 
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) 

 

Dicatat disini : 

 Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal  

 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 
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